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2.1 Pengertian Pajak.

Ditinjau dari segi. sejarah istilah pajak sudah ada sejak zaman dulu
walaupun pada saat ilu belum dinamakan pajak namun masih merupakan
pemberian yang bersifat s@kareia dari rakyat kepada rajanya.

Perkembangan sei@:anjumya pemberian itu berubah menjadi upeti yang
sifat pemberiannya dﬁpaﬁ;sa;k&n vaitu pemberian itu sifatnya wajib, dan
ditetapkan sepihak oleb ne;*garau Jadi pajak yang semula merupakan pemberian
berubzh menjadi punguj’zaﬁ karena kebutuhan negara dan melindungi
rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Melalui perkemha@gam ini, dibuatlah suatu aturan yang lebih baik agar
sifat memaksa dari upe@i tetap ada namun lebih memperhatikan unsur
keadilannya. Untuk memgﬁfnuhi unsur keadilan, rakyat diikutsertakan dalam
membuai aturan dalam ggaemungumn pajak yang nantinya hasilnya akan
dikernbalikan untuk kep«:xf%imgan rakyat itu sendiri.

Undang-undang ;:}aiak sebapail bagian dari hukum yang mengikat
warga negara merupakani elemen penting dalam menunjang pembangunan
ekonomi. Pajak mempﬁ«:z&h kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti
peranennya sangat besar ?%"mgi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk
meningkatkan penerimm pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur

pemungutan pajak terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah keadilan
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pengenaan pajak, di mana keadilan ini akan tercapai jika adanya kepastian
Undang-undang Pajalk.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, maka setiap
orang dalam masyarakatl harus mengetahui permasalahan yang bcrhubungan
dengan pajak.

Banyak cendikiawan perpajakan memberikan pengertian dan atau
detinisi yang berlainan narmun inti dan tujuannya sama, antara lain :

Menurut P, J. A. Andriani yang telab diterjemahkan oleh R, Santoso
Brotodihatjo, (2003:2) mengatakan :

"Pajak adelah punguten  yang dilakukan oleh  pemerintah

berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk
membelanjai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas

Jasa pemerintak yang dapai langsung ditunjuk sehubungan
dengan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing wajib
pajak”,

Menurut MJH. Smeets yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso

Brotodiharjo, (2003:4) mengaiakan :

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang dalam
norma-norma wmum yang depat dipaksakannya, fanpa adanya
kontraprestesi yang dupat ditunjukkan dalam hal yang individual,
dimaksudkan uniuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yangz melekat pada p«emgertim pajak, adalah :
. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat é;iipa}«:sakwa.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

:ndividual oleh pmnzﬁerint&h.
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3. Pajak dipungut L}[{‘:hé negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
dacrah. |

4. Fajak diperumukmn;bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukkannya masih  terdapat  surplus, dipergunakan untuk
membiayal public investment.

5. Pajak dapat pula n’?&empurﬁyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

(regulerer)

2.2 Undang-undang P‘PE‘} Momor 17 Tahun 2000

Undang-undang 'Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-undang Pajak Fenghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan
{laba) yang diterima amué diperoleh orang pribadi atau badan.

Pengertian Pamk Penghasilan menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 tahun 1994 da-%;m sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undaag Nomor 17 tahaﬁm 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang
berbunyi :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperolel wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari {nar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambakh

kekayaan wajil pajak yang bersengkutan dengan nama dan dalam

bentuk apapun’.

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara

menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga

L TS e e e S e e O
[ R R BRI ; : g



14

lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban fpemajakzm. |

Undang-undang EPPh menganut asas materiil, artinya penentuan
mengsnai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.
I. Subjek Pajak Pen ghasilan.

Pajak Penghasiiw:% dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan
vang diterima atau dip@mﬁ@h dalam tahun pajak. Menurt Undang-undang PPh
Nomor 7 tahun 1983 se?ﬁég&imawa yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 tahun 1991, Unidang-undang Nomor 10 tahun 1994 dan perubahan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 2 Ayat | menyebutkan yang menjadi subjck pa:iak adalah :
a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum te%rbagi satu kesatuan menggantikan yzm:g berhak.

c. Badan, terdiri dari Pf, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan
nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, peri«aumptﬁ]m,‘ yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik, atau organisasi ;}fangg; sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap (Bm‘)

Sabjek pajak dapat dﬁ;ﬁmﬁﬁk&n menjadi ¢
1} Subjek pajak dalam n%ger’é yang terdiri dari :

a) Subjek pajak orang %:sribadi, yaitu :
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Orang priﬁ:rzidi vang bertempat tinggal atau berada di Indonesia
lebih dari 1.8;3 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu
12 bulan, ata‘éu
- Orang pribaﬁi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan nzefmpe.uéyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
b) Subjek pajak baciian, yaitu
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2) Subjek pajak we{;‘isan, yaitu :
- Warisan yanig, belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak;
2) Subjek pajak luar pegeri yang terdiri dari :
a) Subjek pajak r:)r&%ng pribadi, yaitu :
Orang yang tinfalﬁ bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak l%‘-‘:bih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :
- Menjaian}f;m% usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di indoé%esia
- Dapat manegima atay memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari némn_;alankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.
b). Subjek pajak had%&n, vaitu
Badan vyang iic%ak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang :

SRR WW%WWWWW*“W&%&WW SERECE p R e



16

- Menjalankan u;s:.:aha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di End&ne;ﬂ»sia.

- Dapat menerin’%&a aiau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau
bukan dari zméqiaimlkan usaha atau rnelakukan kegiatan melalui
bentuk usaha te.;teap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah
menerima atau memperoleh penghasilan, Sedangkan subjek pajak luar negeri
sekalipus menjadi wajib ﬁzajak, sechubungan dengan penghasilan yang diterima
dari sumber penghasilan i:iari [ndenesia atau diperoleh melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia. Dengén kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan yang telah mermnuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajibgpaj&k dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri,

antara lain adalah:

Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri

¢ Dikenakan pajalk atas | » Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan baik vang diterima penghasilan yang berasal dari
atau diperoleh dari Indonesia sumber penghasilan di
dan dari luar Indonesia. Indonesia

¢ Dikenakan pajak berdasarkan |  Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan netto penghasilan bruto

¢ Tarif pajak vang digunakan | e Tarif pajak yang digunakan

adalah tarif umum (Tarif UU adalah tarif sepadan (tarif UU
PPhpasal 17) PPh pasal 26)
»  Wajib menvampaikan SPT o Tidak wajib menyampaikan
SPT

Sumber : Mardiasmo, 2602:107
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2. Kewajiban Pajak Subjektif
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Untuk lebil mam?&eﬁeia&: pengertian, kapan mulai dan berakhirnya

sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut

ini diberikan tabel mulai dan berakbirnya kewajiban pajak subjektif.

(Mardiasmo, 2002:107) yarg disajikan pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Mulai dan Berakhirnya I(ewajiban Pajak Subjektif.

Wulai

Berakhir

Subjek pajak dalam nﬁegei;i orang

pribadi : .

e Saat dilahirkan

e Saat di Indonesia (lebih ;dari 183
hari di dalam 12 bulan) dan punya

niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri orang
pribadi

o Saat meninggal

e Saat meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya.

Subjek pajak luar negeri BUT

s Saat mulai melakukan usaha atau
kegiatan melalui BUT di Iiﬁdmmsia.

Subjek pajak luar negeri non BUT

e Saat mempunyai penghasilan di

Indonesia.

Subjek pajak luar negeri BUT :

o Saar tidak lagi menjalankan usaha
atov  kegiatan melalui BUT di
Indonesia.

Subjek pajak luar negeri non BUT :

tidak

penghasilan di Indonesia.

e Saal lagi  mempunyai

Subjek paiak dalam negeri badan :

hiertempat

o Saat  didirikan  atu

tinggal di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri badan :

o Sual dibubarkan atau tidak lagi

berkedudukan di Indonesia.

Warisan belum terbagi

¢ Saat timbulnya warisan.

Wartsan belum terbagi :

o Saat warisan selesai dibagikan.

Sumber : Mardiasmo. 2002:107
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Berdasarkan hal-ha] tersebut diatas. maka diluar dari hal-hal yang

disebutkan diatas merupakan bukan sebagai objek pajak.

Tidak Termasuk Subjek ?agiajaka
Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :
a. Badan perwakilan Neg;m;ﬁ asing
b. Pejabat perwakilan diplomatik dan kensulat atau pejabat lain dari negara
asing. dan crang-orang yang diperbaniukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syaraf :
1} Bukan WNegara E’nd@nesm dan di Indonesia tidak menerima atau
iremperolch pengimsglem lain diluar jabatannya di Indonesia.
2) Negara vang bersangi%;utan memberikan perlakuan timbal balik.
¢. Organisasi internaﬁiormiz sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 61 1AMEK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana
telah diubah terakhir | dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
314/EMEK.04/1998 tanggal 15 Jum 1998, dengan syarat:
1) Indonesia menjadi anggota organisasi-tersebut
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah
yeng dananya berasal é«:iai'i iuran para anggota.
d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Kéumg&n Nomor 611/KMK.04/1994  tangpal 23

L T T T S T
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Deseraber 1994 sebagaémma telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 314!KMK.04J 1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:
1) Bukan Warga N&gamgfnéeﬁesia
2) Tidak menjalankan u;%saha atan melakukan kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperolch pefxghﬁsilan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi oinjek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu
setiap tambahan kemamp;uan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama
satu tahun pajak yamgé dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah
kekayaan. Untuk lebih }?;salasnym objek pajak tercantum di dalam Undang-
Undang Pajak Pengbzwi&m Nomor 7 tahun 1933 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undangé«Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1994 c;iaté% diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 17
tahun 2000 yang berbumyi :

“Yang menjedi’ objek pajak adalah  penghasilan  yaitu  setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak boik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal
dari luar Indonesia vang dipakai uniuk konsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak yang bersanghiutan, dengan nama dan
dalam bentuf; apapun’.

Yang termasuk dalam per%gm‘tim penghasilan adalah

a. Pengganian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau dipemleﬁ;zh termasuk gaji, upah, honorarium komisi, bonus,
gratifikasi, uvang p&méﬁﬁium atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalziszndangwund&ng mi.

b. Hadiah dari undian atzu pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.




L aba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1)

2
——

3)

4}

Keuntungan E«:me%ma pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnva sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
Keuntungan ymag;i diperoleh persercan, persekutuan, dan badan lainnya
karena pcnga}ihm% harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
Keuntungan kanﬁ;ﬂa likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha

Feuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan furus ;Satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau Esﬂd&ﬂ sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkanf oleh Menteri Keuvanpan, sepanjang tidak ada
hubungan dﬁngm} ussha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Penerimaan kembali karena pembayaran pajak vang telah dibebankan

schagai biaya.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan

pengembalian utang. ;

Deviden. dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi.

Rovalii

R T
o P



m.

8]

Sewa dan pengimgiimélain sehubungan dengan penggunaan hatta.

Penerimaan atau pmnﬁayaran berkala.

Keuntungan karena p;mnbeebasan utang. kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena pc:?niiaian kembali aktiva.

Przmi asaransi. |

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari wajib paj ak vang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
sepertl  gaj, h@ﬂ(ﬁ%}mriun‘:, penghasilan dari prakiik dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, isc;ngacara, dan sebagainya.

2) Penghasilan dari ué:saha atau kegiatan

3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga,
deviden, royalté,; keuntungan dari penjualan harta yang tidak
digunakan, dan Se&ag&inya.

4) Penghasilan §a51£~laic1, vaitu  penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke:* dalam salah satu kelompok penghasilan di atas,
seperti: |
a) Keuntungan karena pembebasan utang

b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing




¢} Selisih lebih !};aren& penilaian aktiva kembali

d) Hadidh undian

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan baik yang ?)eras;al dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Sedangkan bagi Wajib é?ajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya

penghasilan yang berzmaf_ dari Indonesia saja.

Tidak termasuk Objck Pajak

Yang tidak termasuk oﬁjek pajak adalah :

a. Bantuan sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
yang dibentuk atau ;disahkzm oleh pemerintah dan para penerima zakat
yang berhak. .

b. Farta hibahan yang ﬁ%iteréma oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat. da,;ﬂ oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kectl, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keumlggzm.: sepanjang  tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepem%li?&am, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

c. Warisan

d. Harta termasuk semr%m tunal yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau penyertaan modal.
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Penggantian atau imbalan sechubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau dipemléh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
wajib pajak atau pemét'immh.

Pembayaran dari perusabaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kese}hamn, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asumnsf heasiswa.

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai wajib pajak zi:iaiam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesla dengan syarat :

1) Deviden berasal dézri cadangan laba vang ditahan.

2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden
paling rendah 25%@"’6 dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaba E:ezk’tif di luar kepemilikan saham tersebut.

Turan vang diterima a?au diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Memefﬁi Keuangan, baik vang dibayar oleh pemberi kerja

niupun pegawai. |

Bagian laba yang fﬁite?ima atau diperoleh anggota dari perseroan

kemanditer yang mud:.alnyat tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi.

Bunga obligasi vang dziterinm atau diperoleh perusahaan reksadana selama

5 tahun pertama ssjak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

.ﬁmW@ﬁ%W%WW%%&%WX&%&W%*%» :
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k. Penghasilan yang diverima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha temebém :

1} Merupakan penzgahaam kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam séktor»sektor usaha yang ditetapkan dengan Menteri
Keuangan, dan

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.3 Cara Menghitung Pajak
Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif

pajak dengan Penghasiimﬁ Kena Pajak (PXP).

Pajak Teru‘égsmg = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

Dalam menghium;;g Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara
Wajib Pajak dalam n&:ge?i dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak
dalarn neger1 pada da:sm-x?aya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak., }%ailu :
1. Penghitungan PT'h deﬁgzm dasar pembukuan
2. Penghitungan PPh (ieagm dasar pencatatan
Bagi Wajib Pajak Eu%:@r negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar

penghitungan: Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga
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Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan penghasilan bruic.

2.4 Pajak Penghasilan If?ad;a.n

Pengertian mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah
sekumpulan orang dan ;am_u modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, perseroan km}smnditm*, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah demgan nama dan bentuk apapun, {irma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, pcrsekutua@ perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosia; politik. atau orga.nié_sa%i sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan
lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadanra. BUMN atau BUMD sebagai
subjek pajak tanpa n‘lefﬂpﬁzrhaiikaﬂ nama dan bentuknya. Scbagai contoh
lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Daerah yang
menjalankan usaha atau F%'mla.k;ukzm kegiatan untik memperoleh penghasilan.

Khusus masalah  perkumpulan sebagai  subjek pajak adalah
perkumpulan yang mer%.sjal%mkan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghagiiaél dan atau memberikan jasa kepada anggota.
Perkumpulan mencakup gﬁuka asosiasi, persatuan, perhimpunan atau ikatan dari
pihak-pihak vang l‘nm"npgmyai kepentingan yang sama. Sesual dengan Surat
Edaran Direktur Jenderaiépaj&k Nomor SE 26/Pj.42/19%9 tanggal 21 Juni 1999
tentang Per'akuan Pei“paja};m bagi Partai Politik bahwa Partai Politik juga

termasuk sebagai subjek pajak yang telah termasuk dalam pengertian badan
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dalam Undang-undang Keientuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun
2000.
Pengertian badan menurut Mubammad Rusdji (2004:2) yaitu ;
“Sekumpuian orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melukukarn usaha maupun tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan benfuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana vensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi
sefenis, lembaga, BUT, bentuk badan lainnya.
I. Subjek pajak badan dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Subjek pajak badan dalam negeri
Adaiah badan wmg didirikan atau bertemipat kedudukan di Indonesia.
Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut
didirikan atan bertempai kedudukan di Indonesia dan berakhir pada
saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di
Indonesia.
b. Subjek pajak badan luar negeri
Adalah badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia baik melalui BUT maupun tidek melalui BUT. Kewajiban
pajak subjektifnya dimulai pada saa: menjalankan usaha melalui BUT
maupur pada szat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan
berakhirnya pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia

dengen melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh

penghasilan di indf%me.s:éa.
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2. Pengecualian Subje%{ Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan ﬁjndmgundang Fenghasilan Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 3
pangecualian subjek gﬁ}ajak hadan adalah :
a Badan pcrwak:iian; Megara asing (Kedutaan Besar).
b. Organisasi intersasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan
Menteri Keuar;gaﬁ. dengan syarat :
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
2} Tidak menjaiankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan %:im‘i Indonesia selain pemberi pinjaman kepada
pemerintah yz%ng dananya berasal dari iuran para anggota.
3. Objek Pajak H’@ﬁ.ghasiim Badan

Yang mernjz%di objek pajak adalah penghasilan. Pengertian
penghasilan mezmruﬁ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2002:20)
yaitu |

“Sesiap e‘czmﬁ’mkéan kemampuan ekonomis yang diterima  atau

diperoleh wajil pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai uniuk konsumsi atau
menambah  kekayaan wajib pajak yang bersanghkutan dengan
nama dan bentuk apapun’,
Objek pajak iﬁenghasiﬁan bagi wajib pajak badan dapat dibedakan
menjadi dua yaitu : :
a Penghasilag bada:ﬁ dalam negeri diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh, yaitu :
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1) Penggantian aiau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

3)

4)

vang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

‘onorarium, komisi, borus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

undang ini.

Hadiah dari undian atau pekerjean atau kegiatan dan penghargaan.

f.aba usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

rermasuk :

2)

b)

d)

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
pcrse%cuw%zn. dan badan lainnva scbagal pengganti saham atau
penyertaan modal.

Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan §afsmya karena pengalithan harla kepada pemegang
saham, saei;ut u, atau anggota.

Keumung:zm karena lkuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekm'ai;l, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
Keuntmg;ﬁm karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengumhaé lecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, sepanjang tidak hubungan dengan usaha,

el S
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pekeriaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak
vang bcrsén ghkutan.

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai bi&ya;‘

6y Bunga termaéuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengambilan %uia.ng,

7y Deviden d@ng%an nama dan bertuk apapun, termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha képerasi.

8) Royalti.

0y Sewa dan p@ﬁgha&:ilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10) Penerimaan a%iau perolchan pembayaran berkala.

11) Keuntungan karena pembebasan hutang. kecuali sampai dengan
jumlah 'terieﬂ’éu vang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

12) Keuntungan karena selisih kﬁ:‘s mala uang asing.

13} Selisik tebih karena penilaian kembali aktiva.

14} Premi asuransi.

15y luran yang déterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
vang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan Eoeh?as.

16) Tambahan kekavaan neto yang berasal dart penghasilan yang

belum dikenalan pajak.
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b. Penghasilan pajaék luar negeri (BUT maupun wajib pajak Juar negeri
bukan BUT}. P?&nghasilml wajib pajak badan luar negeri ada dua
macam yaitu .

1) Penghasilan Wajib pajak badan luar negeri BUT yaitu

a) Penghasilan dar usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang
dimiliki atau dikuasai.

b) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan
barang at:au pemberi jasa di Indonesia yang sejenis dengan
vang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia.

¢} Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat,
sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta

atau kegiatan vang memberikan penghasilan.

-2

Penghastlan \:?vajib pajak badan luar negeri bukan BUT.

Penghasilan ;wajih pajak badan Juar negert bukan BUT adalah
pengilasil&ﬂ«-}éengimsilam yang diterima atau diperoleh badan luar
negeri yang bulkan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia
tetapi berupa penghasilan modal. Contohnyva penghasilan deviden,

bunga, rovalti, sewa,dan hadiah.

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Badan
Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Badan adalah :
Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat

3 yang tidak termasuk objek pajak adalah :
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1. Bantuan, sumbangan, zakat, harta hibgh.

2. Warisan.

(5]

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau penyeriaan modal.

4. Penggentian atau irﬁbaian schubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau dipereleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari
wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi k.e&é‘vchman, asuranst kecelakaan., asuransi jiwa, asuransi
dwi guna, asuransi beasiswa.

6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat :

a. Deviden berasal Léar'i cadangan laba yang ditahan.

b. Bag: persercan té-rbatash BUMN dan BUMD yang menerima deviden
paling rendah 251%% dari jumlah modal yang disetor dan harus usaha
altif diluar kepm{siﬁkan saham tersebut.

7. luran yang diterima; atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah

cdisahkan oleh Mﬁ:nt:}z::ri K.euangan, baik yang bayar oleh pemberi kera

maupun pegawai.
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8. luran vang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah
disahkan olch Mcnieri Keuangan, baik yany dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawail.

9. Penghasilan dari rm:;sdai vang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada nomor 7. dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
sleh Mentert Keumagmx

10. Bagian laba vyang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
<omanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persckutuan,
serkumpulan, ﬁrma,z dan kongsi.

11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama
lima tahun pertama sejak pendiri perusahaan atau pemberi izin usaha,

12, Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha terscf:bm :

a. Merupakan pf:m:f;ahmm kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sekior-sektor usaha vang ditetapkan dengan keputusan
Menteri Keuangan, dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan Un&;im}g-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 17,

tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebagai berikut :




Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000 10%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.100.000.000 15%
Diatas Rp.100.000.0G0 30%

Sumber : Mardiasmo, 2002:119

2.6 Target SPT Yang I}ikiarﬁ[)iiaxx dan Realisasi SPT Yang Diterima

Sebagai samnafumuk_ melaporkan dan mempertanggung jawabkan
perhitungan jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak badan diwajibkan
untuk melaporkan pembayeran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri (self assesment system) atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain (with holding fax system) dalam satu tahun pajak atau bagian tahun
pajaksesuai dengan pezzmt:umg perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak
harus mengisi SPT éenggan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani
dan menyampaikannya édeﬂgan tepat waktu. Selain itu pihak KPP juga
melacukan penyuluhan untuk  mensosialisasikan tatacara pelaksanaan,
pemotongan, pemungutan, dan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan
peraturan perundang--mnéiwag;an vang berlaku. Schingga target SPT yang
diharapkan oleh KPF da;.pﬁt terlalisana dengan baik dan sesuai dengan yang
diharapken.

Dengan adanya Eesacia.ran dari pihak wajib pajak untuk melaporkan
SPT Tahunan dengan baik dan benar, serta ditunjang dengan penyuluhan dari
pihak KPP dalam mensosialisasikan tatacara penyampaian SPT Tahunan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hubungan
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serta komunikasi aniara wajib pajak dan KPP dapat terjalin dengan baik
sehingga realisasi SPT yang diterima dapat lebih maksimal.

Untuk memberikan kepastian hukum, setelah proses pemeriksaan bila
ternvata salah satu jenis pajak yang diperiksa ternyata kewajiban sudah
dilakukan sesuai ctngéﬂ hasil pemeriksaan, maka akan diterbitkan SKP-N
(Surat Ketetapan Pajak Nihil). Dengan surat ini dinyatakan bahwa untuk jenis
pajak tertentu pada iahgn pajak tersebut, wajib pajak tidak memilki hutang

pajax atau klaim kelebihan pajak kepada pemerintah.

2.7 Kepatahan i}ai[mn;Pergmjﬁkﬂn.

Seperti yang teém&n‘tum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983
sebagaimana tclah diubéih dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan
terakhir dengan Undang-undang WNomor 16 dalam Pasal 4 Undang-undang
tenteng Kezentuan L.lmui;’n dan Tatacara Perpajakan tahun 2000. Bahwa, wajib
pajaic harus mengisi d&n;mmyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,
menandatangani serta té:pat waktu. Dalam hal ini maka dituntut kepatuhan
wajin pajak dalam nmr"lj?}a;'x}\';ara kewajiban perpajakannya. Kepatuhan identik
dengan kedisiplinan. Kedisipiinan timbul karena kekhawatiran menerima
sanksi hukum apabila ticﬁak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang
ada. Jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran di mana
motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan justru dari pribadi

(Rochmat Soemitro, 1988:80). Dengan demikian wajib pajak yang patuh

R
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dalam memenuhi kewa‘jéiban perpajakannya berarti wajib pajak tersebut
disiplin dalam memenuhi }aturm‘a vang telah ditetapkan.

Selanjutnya umuz%g mengetahui tenfang kepatuhan berdasarkan hal
tersebut diatas maka ak.ax:'z disajikan tentang variabel kepatuhan seperti yang
akan disajiken dibawah in}% pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Variabel Kepatuhan

Dimensi Kepatuhan Indikator Kepatuhan

1. Kepatuhan terhadap kéwqiiban a. Pembayaran masa tiap bulan.
masa. b. Pembayaran SPT masa dan SPT PPN tiap
bulan.
2. Patuh rerhadap kewajiban iahur‘;zm. a. Menghitung pajak sendiri dengan benar.
b. Melaporkan SPT tiap akhir tahun.
¢. Membayar pajak terhutang.
3. Patuh terhadap kewajiban ;mm&riéh a. Melaksanakan pembukuan dengan benar.
yuridis dan formal. : b. Melaksanakan kewajiban administrasi

yang diperfukan.

Sumber : Jurnal kilasan pajak dan analisis vol.2 No.014 November 1999,

Berdasarkan tabel tersebut diatas berarti bahwa patuh terhadap
kewajiban tahunan yaitu %meng;hitung pajak sendiri dengan benar, melaporkan
Surat Pemberitahuan (SP?T) tiap akhir tahun dan membayar pajak terhutang.
Prof.DDr. Rochmat Soemi;i:ro, SH dalam bukunya Pajak dan Pembangunan

(1988:80) mengatakan bahwa :
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“Kesadaran pajak {(tax consciosness) dari rakyat Indonesia masih
sangat rendak dan perlu ditingkathan melalui informasi yang
intensif supiaya mercka mengerti fungsi dan kegunaan pajak
dalam masyarakal dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran pajak
supaya diikuti perasaan fertarik oleh pajak dan akhirnya menjelma
menjadi disiplin pajak {tax disipline). Kepatuhan pajak adalah lain
dari kesadaran pajak. Kepatuhan dapat terjadi tanpa kesadaran.
Misalnya rakyat kecil yanz hanya patuh padae pimpinannya tanpa
sadar apa pang sebenarnya dilakukannya’.

Menurut Safri Nurmantu dalam bukunya Dasar-dasar Perpajakan
(2003:82) menyatakan, banwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan
sebagal suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya baik itu kepatuhan formal maupun kepatuhan materiil. Yang
dimaksud dengan kepatl.;haﬂ formal adalalt suatu keadaan di mana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakan secare formal sesuai dengan ketentuan
formal dalam Undmémundang perpajakan seperti menyampaikan Surat
Pemberitahuan (8PT} sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam
Undang-undang. Selanj:uznya vang dimaksud dengan kepatuhan materiil
adalah suatu keadaan c}i mana wajib pajak secara substantif atav hakikat
memenuhi semua ketenéuam materiil perpajakan yakni sesuai dengan isi dan
jiwa Undang-undang pevérpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan
materiil dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah wajib pajak yang
mengisi dengan jujur, baik dan benar. Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut
sesuai dengan keteniumﬁ dalam Undang-undang. Sedangkan menurut kamus
bahasa Indonesia, arti d&é%ri kata kepatuhan itu adalah suatu sikap disiplin dan

taat pada peraturan yang ada.
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